
 
 

 
 

 

BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG 
NOMOR 3 TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011  

TENTANG RETRIBUSI TERMINAL  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI  LUMAJANG, 
 

 
Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri dalam 

Negeri Nomor 188.34-6028 Tahun 2016 tentang Pembatalan 
Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang 
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal, maka 

perlu mengubah dan mengatur Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal, 

dengan Peraturan Daerah. 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik  
Indonesia 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3209); 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia, Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  5049); 

SALINAN 
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7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 

Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang 
Tatacara Penghapusan Piutang Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4652); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang 

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4655); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang 
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 199); 
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

19. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 1988 tentang 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang (Lembaran 

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Tahun 
1988 Seri B Nomor 06/1988); 

20. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri E Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang 
Tahun 2007 Nomor 01); 

21. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah   Kabupaten    Lumajang   Tahun   2016   Nomor 
16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang 

Nomor 90). 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG 

dan 
BUPATI  LUMAJANG, 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 

2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL 
 

Pasal I 
 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 

Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 61), diubah 

sebagai berikut :  
 

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

 

Pasal 8 
 

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai 

berikut : 
a. untuk Mobil Penumpang Umum Non Bus Antar Kota 

Dalam Provinsi dikenakan Retribusi sebesar Rp500,00 
(lima ratus rupiah) setiap kali masuk; 

b. untuk setiap Angkutan Penumpang Umum Dalam 

kota dikenakan retribusi sebesar Rp500,00 (lima ratus 
rupiah) setiap kali masuk; 

c. untuk setiap Angkutan Pedesaan dikenakan Retribusi 
sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) setiap kali 

masuk. 
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2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

 

Pasal 9 
 

Selain Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 
setiap pengguna fasilitas di lingkungan terminal dikenakan 

retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut : 
a. Pemakaian kios atau restorasi yang dibangun oleh 

Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi sebesar 

Rp500,00 (lima ratus rupiah) setiap meter persegi 
setiap hari; 

b. Sarana kebersihan umum Kamar Mandi dan WC 
dikenakan retribusi sebesar Rp2.000,00 (dua ribu 

rupiah) sekali pakai. 
 

3. Di antara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) BAB 

yakni BAB XXIA sehingga  berbunyi sebagai berikut : 
 

BAB XXIA 

KEBERATAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN 
PEMBAYARAN 

 

Bagian Kesatu 
Keberatan 

 

Pasal 16A 
 

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan 
hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas 
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.  
 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa 
Indonesia dengan disertai alasanalasan yang jelas. 

 

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling 

lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, 
kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat 
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat 

dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.  
 

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang 
terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib 

Retribusi.  
 

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban 

membayarRetribusi dan pelaksanaan penagihan 
Retribusi.  

 

Pasal 16B 
 

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) 
bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus 
memberi keputusan atas keberatan yang diajukan 

dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.  
 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi 
Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan 

harus diberi keputusan oleh Bupati.  
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(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa 
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau 

menambah besarnya Retribusi yang terutang.  
 

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu 
keputusan, keberatan yang diajukan tersebut 

dianggap dikabulkan.  
 

Pasal 16C 
 

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau 

seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi 
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 
sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 

12 (dua belas) bulan.  
 

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan 
diterbitkannya SKRDLB.  

 

Bagian Kedua 
Pengembalian Kelebihan Pembayaran 

 

Pasal 16C 
 

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, 
Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan 

permohonan pengembalian kepada Bupati.  
 

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) 

bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), harus memberikan keputusan.  

 

(3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) 

bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan 

keputusan.  
 

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak 
memberikan suatu keputusan, permohonan 

pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi 
dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB 

harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 
(satu) bulan.  

 

(5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai 
utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan 

pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan 
untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak atau 

utang Retribusi tersebut.  
 

(6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau 

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) 

bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.  
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(7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau 
Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, 

Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua 
persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran 

kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.  
 

(8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak 

atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam Peraturan Bupati.  

 

4. Ketentuan Pasal 25 dihapus 
 

5. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga menjadi : 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Lumajang. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Lumajang. 
 

Ditetapkan di Lumajang 
pada tanggal 27 Juli 2017 

 

BUPATI LUMAJANG, 
 

ttd. 
 

Drs. H. AS’AT, M.Ag. 
Diundangkan di Lumajang 
pada tanggal 27 Juli  2017  

 
Plt. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN LUMAJANG, 
 

ttd. 
 

Drs. NUR WAKIT ALI YUSRON, M. Ap 

Pembina Tingkat I 
NIP. 19721218 199201 1 001 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2017 NOMOR : 3 

NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 171-3/2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Paraf koordinasi 

Jabatan Paraf Tanggal 

Plt. Sekda   

Asisten   

Ka. Dishub   

Ka. Bag.Hukum    
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI TERMINAL  

 
 

I. UMUM 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal merupakan 
tindak lanjut atas ditetapkannya Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 
188.34-6028 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan 

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 
Retribusi Terminal 

 
II. Pasal demi Pasal 

Pasal I 
 Angka 1 
   Pasal 8 

Cukup Jelas. 
Angka 2 

Pasal 9 
  Cukup Jelas 

 
Angka 3 

Pasal  16A 

  Cukup Jelas 
Pasal  16B 

  Cukup Jelas 
Pasal  16C 

  Cukup Jelas 
 

Angka 4 

Pasal 25 
  Cukup Jelas 

   
Angka 5 

Pasal 26 
  Cukup Jelas 

 

 
Pasal II 

Cukup Jelas 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 3 
 

 

 


